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 RESUME 

  HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

PADA IUPHHK-HT PT SURYA HUTANI JAYA  

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya Rev. L 01/04/2017 

g. Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (LA merangkap Auditor Produksi); 

2. Ir Harijadi  (Auditor bid. Prasyarat); 

3. Ir Marthen Edy (Auditor bid. Ekologi); 

4. Ir Wasis Kuncoro (Auditor bid. Sosial); dan 

5. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Surya Hutani Jaya 

b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HT : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan  

No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 

c. Luas : ± 183.300 Hektar 

d. Alamat Lokasi  : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai 

Timur Provinsi Kalimantan Timur 

e. Alamat Kantor : Jl. HM. Ardan No. 65 Kel. Sempaja Utara - Samarinda 

f. Email : supriyono.suparman@sinarmasforestry.com 

g. Susunan Pengurus : - Komisaris Utama : Dr. Ir. Bedjo Santoso, MSi 

- Komisaris : Tarius Wirawan 

- Direktur Utama : Husin 

- Direktur Keuangan: John Andrew 

- Direktur Produksi : Supardi, SE 

h. Management Representatif : Maurits S. Sipayung 

 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
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1. RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

4 September 2017 

 

Dilakukan kepada : 

a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. M. Zein jabatan KASI PEPHP. 

b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk Zulfikar jabatan Kasie 

PPKH. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.  

Pertemuan Pembukaan Ruang Meeting 

Camp Region 38 

PT. SRH di Sebulu, 

5 September 2017 

 

Tim Audit menyampaikan penjelasan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Pengenalan Nama dan Ruang Lingkup 

Audit Tim Auditor.  

b. Sasaran dan ruang lingkup kegiatan 

audit termasuk penjelasan tentang 

tahapan dan kegiatan, metodologi dan 

standar acuan audit yang digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data dan dokumen auditee 

yang diperoleh selama melakukan audit. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

e. Menandatangani BA Pertemuan 

Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Camp Region 38 

PT. SRH di Sebulu,  

Blok RKTUPHHK-

HT Tahun 2017 Di 

Distrik Muara 

Bengkal, Sebulu, 

dan Santan 

TPn dan TPK Hutan 

dan TPK Antara  

6 – 8 September 

2017 

a. Melakukan verifikasi data dan dokumen 

persyaratan standar PHPL dan 

pemeriksaan bukti implementasinya di 

lapangan. 

b. Melakukan evaluasi atas data, dokumen 

dan hasil pemeriksaan lapangan 

berdasarkan norma penilaian sesuai 

Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL 

No. P.14/PHPL/SET/4/2016. 
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Pertemuan Penutupan Ruang Meeting 

Camp Region 38 

PT. SRH di Sebulu, 

9 September 2017 

 

Tim Audit menyampaikan dan 

mengkonfirmasikan persetujuan terhadap 

hasil audit yang meliputi :  

a. Kesimpulan audit 

b. Laporan Ketidaksesuaian dan jangka 

waktu pemenuhannya  

 

Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita 

Acara. 

Perjalanan kembali ke 

Samarinda 

10 September 2017 Base Camp 38 - Samarinda 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

Samarinda, 

11 September 2017 

Dilakukan kepada : 

a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. M. Zein jabatan KASI PEPHP. 

b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk Zulfikar jabatan Kasie 

PPKH. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.  

Pengambilan Keputusan Samarinda, 

29 – 30  

September 2017 

a. IUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya 

dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL 

dalam rangka Penilikan Ke-4 dengan 

predikat BAIK berdasarkan standar acuan 

penilaian sesuai dengan Lampiran 1.2. 

dan 2.1. Peraturan Direktur Jenderal 

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. 

 

b. Status S-PHPL PT Surya Hutani Jaya 

dapat DIPERTAHANKAN sesuai dengan 

masa berlaku dan lingkup sertifikasinya. 
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A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator No. 1.1  : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas (PP, 

SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta 

TBT) 

 

CD BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen legal dan 

administrasi tata batas (Laporan TBT, Pedoman 

TBT, BA TBT dan Peta TBT) pada penilikan ke 

4, maka diketahui bahwa ketersediaan 

dokumen legal atas nama PT. IUPHHK-HTI PT 

Surya Hutani Jaya  tidak ada perubahan atau 

sama dengan penilikan ke 3 dan dokumen tata 

batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi 

pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan di 

lapangan, walaupun PT. Surya Hutani Jaya 

masih harus menyelesaikan rekonstruksi tata 

batas dengan Taman Nasional Kutai sepanjang 

50.300 meter di lapangan sesuai dengan trayek 

batas yang telah disepakati oleh para pihak 

pada rapat pertemuan tanggal 2 Juni 2017 di 

Kantor BPKH Wilayah IV Samarinda yaitu 

penataaan batas ulang TNK berdasarkan Peta 

lampiran SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 

Agustus 2014 yang telah sesuai denan 

SK.Penetapan Taman Nasional Kutai Nomor : 

SK.4194/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 10 Juni 

2014 dengan menghapus BATB tanggal 1 

Agustus 1979 

1.1.2. 

Realisasi tata batas 

danlegitimasinya (BATB) 

D BAIK 

 

Realisasi Tata Batas Luar Areal kerja PT. Surya 

Hutani Jaya sudah temu gelang (100 %) sesuai 

dengan dokumen tata batas yang tersedia dan 

diverifikasi saat penilaian awal, walaupun 

auditee masih harus menyelesaikan 

rekonstruksi penataan batas dengan areal 

Taman Nasional Kutai (TNK) sepanjang 50.300 

meter di lapangan; 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

CD SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen TBT dan Peta 

Identifikasi Areal Bermasalah tahun 2015 dan 

2016 maka diketahui bahwa pada penilikan ke 4 

masih terdapat konflik batas atau lahan dengan 

masyarakat setempat walaupun terdapat upaya 

auditee (PT. SRH) untuk menyelesaikan konflik 

secara terus menerus sesuai dengan laporan 

akhir pemetaan konflik tahun 2016 yang dibuat 

oleh Tim FPD Region KM 38 dan bahkan 

terdapat upaya menyelesaikan masalah 

pembakaran lahan dan tanaman di petak 15 A 

Zona 34 oleh EMBI dkk melalui jalur hukum 

(sudah P.21 oleh Kejaksaan Negeri Tenggarong 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

tanggal 10 Oktober 2016) 

Sedang permasalahan batas persekutuan 

dengan pihak Taman Nasional Kutai sudah 

dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan 

kedua pihak pada dokumen notulen rapat 

tanggal 2 Juni 2017 yang difasilitasi oleh Kepala 

BPKH Wilayah IV Samarinda. 

Namun upaya diatas belum melihatkan bahwa 

konflik yang terjadi di areal PT. SRH dari waktu 

ke waktu terdapat penurunan, terutama jumlah 

kasus klaim lahan yang paling banyak dan 

untuk sesuai dengan peta identifikasi areal 

bermasalah tahun 2015 dan 2016 diketahui 

jumlah konflik lahan di setiap distrik sebagai 

berikut : 

 

No Distrik 
Jumlah Konflik 

2015 2016 

1. Sebulu 30 29 

2. Santan 3 3 

3. Muara Bengkal 10 8 

 Jumlah 43 40 

Berdasarkan dokumen KPI PT. Surya Hutani 

Jaya Tahun 2016 diketahui bahwa masih 

banyak konflik lahan yang sudah lama terjadi 

yaitu 6 tahun keatas (berjumlah 20 konflik). 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier 

ini menjadiNot Aplicable. 

CD BAIK 

 

Berdasarkan hasil verifikasi Peta Hasil 

Overlapping antara Peta Areal IUPHHK-HTI PT. 

SRH dengan Peta SK.718/Mehut-II/2014 (Peta 

Kawasan Hutan di Prov. Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Utara), maka diketahui bahwa pada 

areal kerja IUPHHK-HTI PT. SRH terdapat 

perubahan fungsi kawasan yaitu dari HP 

merubah menjadi APL seluas ± 1.947 Ha 

terletak di Distrik Sebulu dan Distrik Santan;  

Namun perubahan kawasan hutan tersebut oleh 

auditee (PT. SRH) telah diusulkan perubahan 

RKUPHHK-HTI kepada Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan pada penilikan ke 4 usulan 

revisi RKUPHHK-HTI masih dalam proses 

pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang 

berwenang; 

Sehingga diharapkan usulan RKUPHHK-HT 

dapat disahkan atau disetujui oleh pejabat 

berwenang dengan periode 2017 – 2026 pada 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

bulan akhir tahun 2017. 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan diluar 

sektor kehutanan (Apabila tidak 

ada penggunaan kawasan 

diluar sektor Kehutanan maka 

verifier ini menjadi Not 

Aplicable). 

CD SEDANG 

 

Selama 1 (satu) tahun  terakhir telah ditemukan 

upaya PT Surya Hutani Jaya untuk mendata 

seluruh penggunaan kawasan di luar sektor 

kehutanan berupa Peta Identifikasi Areal 

Bermasalah (termasuk 2 lokasi IPPKH yang 

berada di dalam areal IUPHHK-HTI yang tidak 

ber-operasi lagi; 

Namun upaya untuk melaporkan seluruh 

peggunaan kawasan diluar sektor kehutanan 

tersebut hanya dilakukan terhadap  hasil 

tangkapan dari tim patroli (dibawah Forest 

Protection Departemen PT. SRH), seperti 

kejadian perambahan hutan, pembakaran 

lahan, illegal logging dan pencurian BBM milik 

perusahaan. 

Sedang permasalahan klaim lahan yang terjadi 

masih belum dilaporkan kepada instansi teknis 

terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda) dalam 

jangka waktu 6 bulan sekali sebagaimana 

ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL Nomor 

: P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tentang Pedoman 

Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik). 

Kesimpulan Indikator 1.1.   16/18 = 88,89 % (BAIK) 

2. Indikator No. 1.2  : Komitmen Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

CD BAIK  

 

Pada penilikan ke 4 tidak terdapat perubahan 

Visi dan Misi PT. SRH yang telah ditetapkan 

oleh Direktur Utama PT. SRH pada tanggal 1 

Januari 2016, dan sesuai dengan kerangka 

PHPL yang terkait aspek produksi, sosial, dan 

ekologi 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

CD BAIK 

 

Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan yang 

dilakukan oleh PT. SRH dengan cara menempel 

dokumen Visi dan Misi di setiap fasilitas 

ruangan kantor pada 3 Distrik dan sosialisasi 

kepada masyarakat sesuai dengan dokumen 

Berita Acara Pertemuan tanggal 16 Juni 2016 di 

Desa Sabintulung.  

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

D SEDANG 

 

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen 

RKTUPHHK-HT PT. SRH Tahun 2017 pada Bab. 

III tentang Evaluasi Pelaksanaan RKTUPHHK 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PT. SRH Tahun 2016 maka diketahui bahwa 

implementasi PHL selama 1 (satu) terakhir 

berdasarkan 4 (empat) kriteria PHPL yaitu 

Prasyarat, Kelestarian Fungsi Produksi, 

Kelestarian Fungsi Lingkungan dan Kelestarian 

Fungsi Sosial hanya sebagian yang sesuai 

dengan Visi dan Misi. 

Kesimpulan Indikator 1.2.   10/12 = 83,33 (BAIK) 

3. Indikator No. 1.3  : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada 

Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi 

Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan (Sarjana 

Kehutanan dan Tenaga Teknis 

menengah kehutanan) di 

lapangan pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan yang berlaku 

CD BAIK 

 

Keberadaan tenaga professional bidang 

kehutanan di lapangan pada PTSRH tersedia 

setiap bidang kegiatan pengelolaan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, bahkan 

jumlahnya Ganis PHPL lebih 3 orang yaitu Ganis 

PHPL Canhut 1 orang dan Ganis PHPL PKB-R 2 

orang. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

D BAIK 

 

Berdasarkan dokumen realisasi training tahun 

2016 PT. Surya Hutani Jaya (Januari s/d 

Desember 2016) maka diketahui terdapat 

peningkatan kompetensi SDM PT. Surya Hutani 

Jaya sudah mencapai 116 % (lebih dari 70 %). 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

D BAIK 

 

PT. Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 

ketenagakerjaan yang lengkap dan tersedia di 

Kantor Camp Region PT SRH KM 38 pada 

Human Resources Departemen   

Kesimpulan Indikator 1.3.   18/18 = 100 % (BAIK) 

4. Indikator No. 1.4  : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan 

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai 

Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HT  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

D BAIK 

 

 

Pada penilikan ke 4 tidak terdapat perubahan 

struktur organisasi dan job description yang 

dimiliki oleh auditee (PT. SRH) dan keberadaan 

struktur organisasi dan job description tersebut 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

secara seluruhnya sesuai denga kerangka PHPL  

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

tenaga pelaksana 

CD BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) di Camp Region 

KM 38, maka diketahui bahwa PT. SRH memiliki 

Perangkat SIM dan tenaga pelaksana yaitu Sdr. 

Christiady Purba sebagai Information 

Technology Departement Head. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal 

auditor dan efektifitasnya 

D BAIK 

 

Organisasi SPI / internal auditor di PT. SRH 

tidak ada perubahan, dan berjalan dengan 

efektif untuk mengontrol seluruh tahapan 

kegiatan 

 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

CD BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen hasil Tim 

Internal Audit tahun 2016 dan 2017, maka 

diketahui bahwa PT. SRH sebagai pemegang 

izin usaha telah melakukan tindakan 

pencegahan dan perbaikan yang konsisten 

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, 

walaupun masih terdapat permasalahan di 

lapangan sehingga pencapaian target 

penyiapan lahan, penanaman dan pemanenan 

tidak tercapai sesuai target yang direncanakan 

pada RKTUPHHK-HTI tahun 2016; 

Kesimpulan Indikator 1.4.   18/18 = 100 % (BAIK) 

5. Indikator No. 1.5  : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana pene-

bangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya 

CD BAIK 

 

Sesuai dengan verifikasi dokumen terkait 

dengan sosilaisasi terpadu tentang kegiatan 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 dan 2017 maka 

diketahui bahwa manajemen PT. SRH melalui 

Tim FPIC telah melakukan sosialisasi dengan 

tujuan agar masyarakat setempatmengetahui 

lokasi blok RKTUPHHK-HTI yang dilakukan 

pemanenan dan penanaman agar mereka 

(masyarakat) yang terkena dampak dapat 

menyetujuinya. 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

D SEDANG 

 

 

Upaya PT. SRH segera melakukan rekonstruksi 

batas TNK sesuai laporan perkembangan yang 

dibuat oleh bagian Forest Planning walaupun 

sampai pada penilikan ke 4 belum ter-realisasi 

secara fisik dilapangan. Sehingga proses PT. 

SRH untuk mendapat SK. Pengukuhan masih 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

terkendala (sesuai rekomendasi penilikan ke 3 

tahun 2016) 

Upaya PT. SRH untuk melakukan batas 

partisipatif pada APL atau lahan lahan garapan 

masyarakat sekitar areal belum dilaksanakan 

sampai dengan penilikan ke 4 (sesuai 

rekomendasi penilikan ke 3 tahun 2016) 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

D BAIK 

 

Upaya PT. SRH untuk melaksanakan 

rekomendasi penilikan ke 3 tahun 2016 telah 

dipenuhi sesuai dengan bukti dokumen 

Sosialisasi Terpadu kepada masyarakat 

setempat yang dilaksanakan PT. SRH dengan 

beberapa materi sosialisasi termasuk program 

CSR/CD oleh Tim FPIC sesuai SOP Padiatapa. 

Tim FPIC yang dibentuk melibatkan pengurus 

Desa sekitar areal kerja dan sesuai dengan 

dokumen sosialisasi pemahaman Padiatapa 

(FPIC) maka diketahui Desa yang sudah 

bersedia membentuk Tim FPIC sampai dengan 

penilikan ke 4 yaitu : 

1. Desa Menamang Kiri; 
2. Desa Menamang Kanan; 

3. Desa Sabintulung; 
4. Desa Batu Balai; 

Jumlah desa binaan yang berada di  3 (tiga)  

Distrik ada 21 Desa, dengan rincian nama desa 

sabagai berikut : 

No. Distrik Nama Desa Binaan 

A. Muara Bengkal 1. Menamang Kiri 
2. Batu Balai 
3. Benua Baru 
4. Muara Bengkal Ulu 

5. Muara Bengkal Ilir 
6. Muara Ngayau 
7. Muara Senambah 

8. Muara Melupan 

B. Santan 1. Menamang Kanan 

C. Sebulu 1. Puan Cepak 
2. Sabintulung 

3. Sedulang 
4. Teratak 
5. Bunga Jadi 

6. Punca Jaya 
7. Sidomukti 
8. Cipari Makmur 
9. Mekar Jaya 

10. Sumber Sari 
11. Manunggal Jaya 
12. Giri Agung 

Sumber : Laporan Semester I 2017 PMDH PT. SRH 

Sesuai dengan hasil observasi lapangan ke 

Desa Menamang Kiri,Menmang Kanan dan Desa 

Puan Cepak maka diketahui bahwa mereka 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

merasakan bantuan PT. SRH dalam bentuk 

material (BBM), perbaikan jalan desa, 

kerambah budidaya ikan lele dan sharing 

manfaat dari hasil panen HTI setiap tahun RKT 

yang telah di sosialisasikan terlebih dulu lewat 

Tim FPIC 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

CD SEDANG 

 

Upaya PT. SRH dalam rangka memenuhi 
rekomendasi penilikan ke 3 belum tercapai 

karena sesuai dengan bukti dokumen sosialisasi 
Padiatapa (FPIC) belum mendapatkan 
persetujuan dari 21 Desa sebagai para pihak 

yang terlibat, dan hanya 4 Desa saja yang baru 
menyetujui tentang Padiatapa dari PT. SRH 
yaitu Desa Menamang Kiri, Menamang Kanan, 

Sabintulung dan Batu Balai. Sehingga 
persetujuan dalam proses penetapan kawasan 
lindung dari sebagian para pihak saja (minimal 

50 %) 

Kesimpulan Indikator 1.5.   15/18 = 83,33% (BAIK) 

B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator No. 2.1  : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Pan-jang 

(management plan) yang telah 

Disetujui oleh Pejabat yang 

Berwenang 

 

D BAIK 

 

Terdapat  dokumen RKUPHHK-HTI dengan 

kondisi lengkap dan baik (SK Pengesahan, 

Dokumen, Lembar Pengesahan dan Peta Kerja) 

PT. SRH sudah mengajukan RKUPHHK-HTI 

Periode 2017-2026 sebagaimana surat Direktur 

Utama nomor : 02/S-SRH/LA/IV/ 2017 tanggal 

18 April 2017 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang 

 

D SEDANG 

 

- Distrik Sebulu :  

Implementasi alokasi RKTUPHHK-HTI tahun 

2017 dalam RKUPHHK-HTI masih mencakup 

tahun 2017 itu sendiri, dan 2016, 2015 yang 

merupakan carry over untuk kegiatan 

penanaman dan pemanenan.  Secara luasan 

areal RKTUPHHK-HTI lebih kecil 

dibandingkan rencana dalam RKUPHHK-HTI. 

- Distrik Muara Bengkal :   

Implementasi alokasi RKTUPHHK-HTI tahun 

2017 dalam RKUPHHK-HTI masih mencakup 

tahun 2017 itu sendiri, dan 2016, 2015 yang 

merupakan carry over untuk kegiatan 

penanaman dan pemanenan.  Secara luasan 

areal RKTUPHHK-HTI lebih besar 
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dibandingkan rencana dalam RKUPHHK-HTI, 

karena menambahkan luasan carry over. 

- Distrik Santan :  

Sebagaimana dijelaskan pada penilikan-

penilikan sebelumnya bahwa dalam rangka 

jangka benah di Distrik Santan penataan 

arealnya mengalami mundur 1 tahun, 

sehingga implementasi alokasi RKTUPHHK-

HTI tahun 2017 dalam RKUPHHK-HTI masih 

mencakup tahun 2016 (alokasi 2017), dan 

2015, 2014 yang merupakan carry over 

untuk kegiatan penanaman dan pemanenan.  

Secara luasan areal RKTUPHHK-HTI lebih 

besar dibandingkan rencana dalam 

RKUPHHK-HTI, karena menambahkan luasan 

carry over. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak /compartemen kerja 

CD BAIK 

 

 

Pada saat penilikan ke-4 terdapat perubahan 

yang sangat mendasar dari kegiatan 

pemeliharaan batas blok dan petak, yaitu 

mengganti seluruh tanda batas blok yang 

semula dengan papan kayu diganti dengan plat 

seng, demikian pula tanda batas petak yang 

semuladari patok kayu ukuran 5x5 cm diganti 

dengan paralon ukuran 3” dengan tinggi 80 cm. 

Pertimbangan penggantian ini adalah 

merupakan komitmen dari manajeman untuk 

tidak menggunakan kayu-kayu yang dilindungi, 

bahkan secara bertahap tidak menggunakan 

kayu yang bukan berasal dari hasil tanaman. 

- Plang Blok RKTUPHHK-HT tahun 2017 di 

Distrik Sebulu : terdapat 2 (dua) buah plang 

berupa papan denganukuran yaitu 60 x 100 

cm dengan cat dasar warna putih, dengan 

tulisan berwarna hitam, sementara untuk 

tanda batas petak ditemukan berupa patok 

dari paralon ukuran 3” x 80 cm dengan tinggi 

diatas permukaan tanah 50 cm, dengan 

dasar tanpa warna dan tulisan warna merah. 

- Plang Blok RKTUPHHK-HT tahun 2017 di 

Distrik Muara Bengkal : terdapat 2 (dua) 

buah plang berupa papan denganukuran 

yaitu 60 x 100 cm dengan cat dasar warna 

putih, dengan tulisan berwarna hitam, 

sementara untuk tanda batas petak 

ditemukan berupa patok dari paralon ukuran 

3” x 80 cm dengan tinggi diatas permukaan 

tanah 50 cm, dengan dasar tanpa warna dan 

tulisan warna merah. 

 

- Plang Blok RKTUPHHK-HT tahun 2017 di 

Distrik Santan : terdapat 2 (dua) buah plang 
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berupa papan dengan ukuran yaitu 60 x 100 

cm dengan cat dasar warna putih, dengan 

tulisan berwarna hitam, sementara untuk 

tanda batas petak ditemukan berupa patok 

dari paralon ukuran 3” x 80 cm dengan tinggi 

diatas permukaan tanah 50 cm, dengan 

dasar tanpa warna dan tulisan warna merah. 

- Terdapat revisi SOP Tata Batas Areal Kerja 

dan SOP Kompartemenisasi 

Kesimpulan Indikator 2.1.   13/15 = 86,67% (BAIK) 

2. Indikator No. 2.2  : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama 

dan Nir Kayu pada Setiap Tipe EkosistemKepastian Kawasan 

Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1. 

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB/ Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

 

D BAIK 

 

Didapatkan potensi per ha kayu tanaman dari 

jenis ACRA, AMAN, EPEL, dan GARB rata-rata 

dari 3 distrik adalah sebesar 56,19 m3/ha untuk 

tahun 2017. 

Berdasarkan hasil inventarisasi Tanaman HTI 

potensi tanaman untuk tahun 2016 adalah 

sebesar 45,83 m3/ha  dan untuk tahun 2017 

adalah sebesar 94,27 m3/ha. 

 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

 

CD BAIK 

 

 

Terdapat laporan hasil PSP mulai dari umur 

tanaman 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun dan dari 

pengukuran tersebut sudah dianalisa dan 

dihasilan nilai riap (MAI) per tahun tanam. 

Berdasarkan hasil Inventarisasi Tanaman HTI 

(PSP) Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016 

didapatkan data MAI :  

No. Distrik 
Tahun 

Tanam 
MAI 

1. Muara Bengkal 

2011  22,45  

2012  28,81  

2013  17,94  

2014  20,97  

2015  12,42  

2. Sebulu 2011  6,85  
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2012  29,64  

2013  29,86  

  

2014  15,87  

2015  9,65  

3. Santan 

2011  -    

2012  21,87  

2013  15,86  

2014  12,65  

2015  11,31  
 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

CD SEDANG 

 

 

Berdasarkan Laporan Inventarisasi HTI 

Permanent Sample Plot (PSP) Region Kaltim, 

Periode Tanggal Inventarisasi : 1 Januari s/d 31 

Desember 2016 PT. Surya Hutani Jaya, 

didapatkan data MAI sebagai berikut : 

- Rata-rata MAI umur 3 tahun tertinggi 

terdapat pada klon EP0077AA di Distrik 

Sebulu dengan nilai 43,40 m3/ha/tahun, 

dengan sebaran MAI 8,33 - 43,40 

m3/ha/tahun. 

- Rata-rata MAI prediksi umur 5 tahun 

tertinggi terdapat pada jenis Acacia 

Crassicarpa di Distrik Muara Bengkal dengan 

nilai 41,40 m3/ha/tahun, dengan sebaran 

MAI 6,03 - 41,40 m3/ha/tahun. 

- MAI umur 3 tahun PT. Surya Hutani Jaya 

(seluruh spesies) adalah 32,37 m3/ha/tahun, 

dengan sebaran MAI 2,16 - 43,40 

m3/ha/tahun 

- MAI prediksi umur 5 tahun PT. Surya Hutani 

Jaya (seluruh spesies) adalah 36,60 

m3/ha/tahun, dengan sebaran MAI 1,82 -

41,40 m3/ha/tahun. 

Berdasarkan data MAI dari masing-masing 

tegakan tersebut tidak dilakukan perhitungan 

JTT untuk RKTUPHHK-HTI tahun 2017. 

Kesimpulan Indikator 2.2.   11/12 = 91,67% (BAIK) 
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3. Indikator No. 2.3  : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin 

Regenerasi Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D BAIK 

 

Terdapat dokumen SOP yang direvisi adalah : 

- SOP Tata Batas Areal Kerja 

- SOP Penyusunan Rencana Kompartemenisasi 

- SOP Inventarisasi Hutan Tanaman Industri 

(Temporary Sample Plot) 

- SOP Perencanaan Pembukaan Wilayah 

Hutan. 

Revisi ke-2 SOP ini diterbitkan pada tanggal 12 

Juni 2017, sehingga ketersediaan SOP tahapan 

sistem silvikultur THPB yang diterapkan PT. 

Surya Hutani Jaya lengkap dan isinya sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan 

teknis. 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D BAIK 

 

PAK : 

Berdasarkan observasi lapangan ditemukan 

tanda-tanda batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 

2017 di Distrik Sebulu, Santan dan Muara 

Bengkal berupa plang dengan bahan seng dan 

warna dasar cat putih tulisan hitam sementara 

di Disrik Santan tulisan merah (ukuran 60 x 100 

cm). Sementara untuk batas petak secara 

keseluruhan sama yaitu berupa patok dari 

paralon ukuran 3” denga tinggi 80 cm berwarna 

putih dengan tulisan berwarna merah. 

Risalah Hutan : 

Tersedia tally sheet dan rekapitulasi hasil 

pengukuran PSP dan TSP/PHI yang dilakukan 

oleh bagian PMD.  Berdasarkan observasi di 

lapangan ditemukan lokasi PSP umur 36 bulan 

di petak  A350055D00 (koordinat N 00º02’43” 

dan E117º02’57”), terdapat tanda-tanda berupa 

plang pengamtan PSP dan Pita kuning hasil 

pengukuran..  

Pembukaan Wilayah Hutan : 

Berdasarkan observasi lapangan tidak 

ditemukan kegiatan pembuatan jalan karena 

seluruh aksesibilitas jalan sudah ada, kegiatan 

lain adalah pemeliharaan jalan utama (poros 

Sebulu – Santan ; Sebulu Muara Bengkal) yang 

dikerjakan oleh Motor Grader,  Bomag dan 

Dump Truk.  

Pengadaan Bibit :  

Stok awal bibit pada tahun 2017 adalah 
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sebanyak 2.117.753 batang, dan penambahan 

s/d Agustus 2017 sebanyak 15.318.194 batang 

dan didistribusikan sebanyak 14.426.059 

batang, sementara kematian sebanyak 977,287 

batang sehingga stok akhir sebanyak 2.032.601 

batang. 

Jenis yang dikembangkan di Nursery adalah 

jenis eucalytus pelitta klon EP0077AA, 

sementara sudah ada klon baru yang sudah 

mulai ditanam adalah EP286 dan EP 361 

Penyiapan Lahan :  

Terdapat penyiapan lahan dengan metode 

spreading di distrik Sebulu, Muara Bengkal dan 

Santan, yang merupakan tebangan hasil 

tanaman.  Namun ditemukan di Ditrik Santan 

penyiapan lahan dengan metode perumpukan 

dalam jalur-jalur, hal ini dilakukan pada petak-

petak dengan potensi nol.   

Hasil observasi lapangan ditemukan 

landclearing dengan metode perumpukan di 

petak 63 D zone 47 (koordinat : 00º13’43,24” N 

117º07’02,09” E) dan dengan metode Spreding 

di petak 82 C zone 47 (koordinat : 00º15’01,28” 

N 117º06’18,19” E) di Distrik Santan. 

Penanaman :  

Hasil observasi di lapangan ditemukan kegiatan 

penanaman di petak 46A3 zone 38. (koordinat : 

00º16’13,11” N 117º03’04,78” E).  Beberapa 

tahapan yang dipraktekkan oleh pekerja adalah 

sebagai berikut :   

- Membawa 30 batang bibit dengan 

menggunakan ember, dan cairan gel (Aqua 

Sorb) 

- Membuat lubang tanam pada lubang yang 

telah dibuat oleh Tegro 

- Memasukkan cairan gel kedalam lubang 

(sebanyak ± 300 ml), bibit dikeluarkan dari 

polytube dengan diketuk-ketuk pada bagian 

atas, setelah keluar baru dimasukkan 

kedalam lubang tanam, lalu ditutup oleh 

tanah disekitarnya. 

- Dibuat lubang sebanyak 2 buah 

(berseberangan) untuk dimasukkan pupuk, 

yaitu pada lubang yang satu NPK dan TSP, 

dan lubang satunya KCL dan Borax. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

penanggungjawab Penanaman bahwa prestasi 
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kerja Tim Tanam (sebanyak 4 orang) mampu 

menyelesaikan ± 1.500 batang per hari (± 1 

ha/hari), dan penggunaan gel (aqua sorb) 

adalah untuk mengikat tanah supaya tetap 

basah dan mampu bertahan sampai 2 minggu 

atau perakaran bibit sudah mampu mengambil 

makanan dari tanah sekitarnya. 

Pemeliharaan tanaman :  

Hasil observasi lapangan, kegiatan pemeliha-

raan untuk tahun 2017  ditemukan di petak 42F 

zone 44 (koordinat : 00º03’09,02” N 117º

06’09,83” E) berupa kegiatan SPT (Semprot Pra 

Tanam) dan petak 31B zone 44 (koordinat : 00º

03’43,48” N 117º05’37,21” E) berupa kegiatan 

penyemprotan gulma pada tanaman umur 2 

bulan, di Distrik Sebulu. 

Pemanenan :   

Kegiatan pemanenan yang berjalan adalah 

penebangan, bunching,  penyaradan, pemuatan 

dan pengangkutan pada seluruh Distrik.  

Berdasarkan observasi lapangan ditemukan 

kegiatan pemanenan di Distrik Muara Bengkal 

pada petak 76D zone 29 (koordinat : 00º

25’27,31” N 116º57’31,64” dan di Distrik Santan 

pada petak 82C zone 47 (koordinat : 00º

15’01,28 N 117º06’18,19” E. 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan :  

Kegiatan berupa patroli pengamanan dan 

kebakaran, serta memasang plang-plang 

himbauan maupun peringatan. 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

D SEDANG 

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil inventarisasi TSP 

/ PHI periode 01 Januari s/d 05 September 

2017 terdapat potensi tegakan tanaman untuk 

tahun 2017, didapatkan data potensi PHI (1 

tahun sebelum penebangan) dan prediksi 

potensi saat penebangan sebagai berikut :  

Potensi pada umur PHI rata-rata dari 3 distrik 

adalah 96,47 m3/ha dan diprediksikan pada saat 

ditebang menjadi 113,12 m3/ha. (80-120 m3/ha) 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD SEDANG Berdasarkan Laporan Bulanan Quality 

Assurance Plantation Assessment Team (PAT) 

periode Januari-Agustus 2016, September 2017 

PT. Surya Hutani Jaya, didapatkan data PSP 

Umur 12 bulan tahun tanam 2016 rata-rata dari 

3 Distrik adalah 85,33% hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat permudaan tanaman dalam 

jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya 
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kelestarian pemanenan (≥75-89% dari jumlah 

tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang 

digunakan). 

Kesimpulan Indikator 2.3.   18/21 = 85,71% (BAIK) 

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

D BAIK 

 

SOP Reduce impact logging tidak ada revisi. 

Terdapat revisi ke-2 terhadap SOP Micro 

Planning yang semula nomor dokumen menjadi 

SOP/SRH/SBL-006 tanggal 20 Mei 2016 terbit 2 

berubah menjadi SOP/SRH/PD-22 tanggal 10 

Maret 2017. 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

D BAIK 

 

 

Sampai dengan penilikan ke-4 terdapat 

beberapa kegiatan yang bedasarkan ramah 

lingkungan, sebagai berikut : 

- Micro Planning sudah dilakukan oleh PT. 

Surya Hutani Jaya sebagai dasar acuan 

dimulai perencanaan pemanenan, 

pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan / 

pengawasan setelah kegiatan. 

- Penggunaan Steamer Media di persemaian, 

dimana berguna untuk mensterilkan media 

dari pathogen.  

- Survey Kesesuaian lahan dan kesuburan 

tanah dengan methode ground check. 

- Pembuatan lubang tanam dengan 

menggunakan spot cultivator. 

- Penggunaan Aqua Sorb untuk penanaman  

Berdasarkan pada pengecekan dokumen, 

terdapat upaya-upaya PT. Surya Hutani Jaya 

untuk secara terus menerus meningkatkan 

kualitas pekerjaannya melalui R & D, 

diantaranya terdapat : Laporan Realisasi 

Penelitian  (R&D) Tahun 2013 - 2016, Posisi 

Balancing In-Out Balancing Trichoderma sp 

Tahun 2015, 2016, dan 2017. 

2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

CD SEDANG 

 

Berdasarkan tally sheet WLA Periode Januari – 

Desember 2016 dan Januari - Juli 2017 setelah 

memasukkan data-data berdasarkan parameter 

yang dipersyaratkan, maka didapatkan hasil 

sebagai berikut : 
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Tahun 2016 : 

- Distrik Sebulu                      :  0,21 m3/ha 

- Distrik Muara Bengkal : 0,42 m3/ha 

- Distrik Santan                      :  0,62 m3/ha 

- Rata-rata                             :  0,42 m3/ha 

Tahun 2017 : 

- Distrik Sebulu                      :  0,22 m3/ha 

- Distrik Muara Bengkal : 0,40 m3/ha 

- Distrik Santan                      :  0,42 m3/ha 

- Rata-rata                             :   0,35 m3/ha 

 

Kesimpulan Indikator 2.4.   14/15 = 93,33 % (BAIK) 

5. Indikator No. 2.5  : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / 

Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) 

yang Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka Panjang 

(RKU) dan Disahkan Sesuai 

Peraturan yang Berlaku (Dinas 

Prov, self approval) 

CD BAIK Terdapat dokumen Revisi II RKTUPHHK-HTI 

tahun 2016   secara lengkap yang disusun 

berdasarkan RKUPHHK-HTI dan disahkan 

secara self approval. 

Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2017   

secara lengkap yang disusun berdasarkan 

RKUPHHK-HTI dan disahkan secara self 

approval., dengan rincian target : 

- Penyiapan Lahan : 25.668 ha 

- Pembibitan  : 50.922.095 batang 

- Penanaman      :  29.450 ha 

- Pemanenan      :  21.395 ha  

=  1.232.429,53 m3 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

D BAIK Berdasarkan pengecekan terhadap Peta Areal 

Kerja tahun 2017 sebagaimana  telah diuraikan 

pada verifier 2.1.2 bahwa terdapat 

kesesuaiansebagian letak blok RKTUPHHK-HTI 

2017 dengan alokasi pada RKUPHHK-HTI. 

Berdasarkan observasi terhadap peta 

RKTUPHHK-HTI tahun 2017, pembagian blok 

dan petak tebangan telah dilakukan. Selain itu 

masih terdapat pembagian areal kerja seperti : 

Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan, dan 

Tanaman Unggulan serta Kawasan Lindung 

yang diuraikan menjadi beberapa alokasi seperti 
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: areal Sempadan Sungai, Buffer Zone Batas 

Taman Nasional Kutai, Koridor Satwa, 

Kelerengan > 40%, KPPN, KPSL dan Mata Air 

Peta kerja telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang yang menggambarkan areal yang 

dapat ditebang beserta areal yang ditetapkan 

sebagai kawasan lindung. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelesta-rian 

plasma 
nutfah/religi/budaya/sarana 

prasarana dan Penelitian & 

Pengembangan) 

D BAIK Hasil uji petik terhadap sample tanda batas 

blok, petak dan kawasan lindung sebagaimana 

tertuang pada verifier 2.1.3., dengan 

menggunakan pdf maps dapat dilihat 

kesesuaian lokasi-lokasi tersebut antara 

implementasi lapangan dengan peta kerjanya.  

Adapun kesesuaian hasil uji petik batas Blok 

RKTUPHHK-HTI 2016 (petak 99B zone 33) 

Distirk Sebulu dan Batas Blok RKTUPHHK-HTI 

tahun 2017 (Distrik Santan) 

 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

D SEDANG 

 

Realisasi volume tebangan total dan per 

kelompok jenis adalah sebagai berikut : 

Tahun 2016 : 

- Luas Panen tercapai 45,68% (realisasi 

11.176,27 ha dari rencana 24.466,00 ha) 

- Panen tercapai 38,99% (realisasi 584.797,11 

dari rencana 1.500,012,72) 

- Tanam tercapai 29,40% (realisasi 8.572,00 

ha dari rencana 29.159,00 ha) 

Tahun 2016 : 

- Luas Panen tercapai 19,75% (realisasi 

4.225,92 ha dari rencana 21.392 ha) 

- Panen tercapai 17,72% (realisasi 218.425,38 

dari rencana 1.232.429,53) 

- Tanam tercapai 21,90% (realisasi 6.450,80 

ha dari rencana 29.450,00 ha) 

Realisasi <70% dari rencana tebangan tahunan 

dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang di-

sahkan, tidak melebihi luas yang direncanakan. 

Kesimpulan Indikator 2.5.   19 /21 = 90,48% (BAIK) 
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6. Indikator No. 2.6  : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-

investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan 

Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber daya Manusia 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

CD BURUK 

 

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 

yang telah diaudit didapatkan : Nilai likuiditas < 

100% (Buruk), nilai solvabilitas <100% (buruk), 

rentabilitas negatif (buruk), opini KAP 

menyajikan secara wajar dan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (baik) 

Laba rugi terjadi penurunan keuntungan (rugi) 

yang demikian besar diakibatkan meningkatnya 

nilai pokok penjualan pada tahun 2016 yang 

disebabkan oleh hal-hal berikut : 

1. Menurunnya jumlah kayu yang terjual 

sebesar 47.247 ton walaupun secara luasan 

tebang terjadi peningkatan sebesar 76 ha, 

hal ini mengakibatkan terjadi penurunan 

pendapatan. 

2. Terjadi peningkatan realisasi tanam sebesar 

114% dari sebelumnya 7.053 ha menjadi 

8.007 ha, terjadi peningkatan biaya tanam. 

3. Terjadi peningkatan realisasi pemeliharaan 

sebesar 121% dari sebelumnya 106.019 ha 

menjadi 128.560 ha, selain itu terjadi 

penambahan jenis pupuk, sehingga 

mengakibatkan terjadi peningkatan biaya 

pemeliharaan. 

4. Terjadi peningkatan Feeling Price sebesar 

102 %, sehingga mengakibatkan 

meningkatnya biaya pemanenan. 

5. Penambahan jumlah unit alat berat untuk 

pengerjaan jalan pada seluruh distrik dimana 

terjadi peningkatan jumlah sebanyak 29 unit 

(159 %) dari sebelumnya 49 unit menjadi 78 

unit. 

6. Penambahan jumlah karyawan sebanyak 69 

orang (126 %) dari sebelumnya 270 orang 

menjadi 330 orang. 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

CD SEDANG Realisasi alokasi dana biaya HTI tahun 2016 

adalah sebesar 95,20 % atau > 80 % dari 

kebutuhan kelolahutan yang seharusnya 

berdasarkan laporan penatausahaan keuangan 

yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi, namun 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh 

akuntan publik) 

belum diaudit oleh akuntan publik. 

 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD BURUK 

 

Terdapat alokasi dana untuk seluruh bidang 

kegiatan kurang proporsional 61,67% 

(perbedaan > 50%) 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD SEDANG 

 

Ketercapaian biaya HTI sebesar 95 % belum 

dapat menunjukkan kinerja perusahaan baik, 

hal ini ditunjang oleh realisasai fisik lapangan 

yang masih menyisakan pekerjaan belum 

terselesaikan seperti : penanaman, 

pemeliharaan dan produksi (CO). 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D SEDANG 

 

Berdasarkan data diatas maka areal efektif yang 

akan digunakan adalah 84.803,4 Ha 

dikarenakan areal Lebung tidak direncanakan 

untuk ditanami dan claim lahan dapat 

ditindaklanjuti untuk diselesaikan. 

Berdasarkan laporan bulanan Pelaksanaan 

RKTUPHHK pada Hutan Tanaman Industri Bulan 

Agustus 2017 an. PT. Surya Hutani Jaya posisi 

penanaman adalah seluas 73.839,83 ha atau 

87,07%. Berarti bahwa auditee mampu 

merealisasikan kewajiban penanaman hingga 

87,07% dari total area efektif yang seharusnya 

ditanam, namun tidak terdapat bukti telah 

merealisasikan tanaman unggulan. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan Hutan 

CD BURUK 

 

- Realisasi penanaman tahun 2016 adalah 

sebesar 8.572,80 Ha dari target 29.159,00 

Ha atau 29,40%. 

- Sementara realisasi penanaman tahun 2017 

sampai dengan bulan Juli adalah sebesar 

adalah 6.450,00 Ha dari 29.450 Ha atau 

21,90%, diprediksi dengan rata-rata per 

bulan adalah 921,43 maka pada akhir 

Desember 2017 akan dicapai seluas 

11.057,14 Ha atau 37,54%.   

Kesimpulan Indikator 2.6.   12/21 = 57,14 % (BURUK) 
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C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator No. 3.1  : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap 

Tipe Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D BAIK 

 

Luas kawasan lindung (KL) telah dirinci dalam 

dokumen Revisi RKU (2012) dan seluruhnya 

sesuai dengan kondisi biofisiknya. Guna 

operasional lapangan, juga terdapat SK Direktur 

PT SRH No. 008/SK-SRH/VI/2012 tentang 

Penetapan Kawasan Lindung PT SRH seluas 

22.725 ha tanggal 20 Juni 2012 yang mengacu 

kepada dokumen revisi RKU (2012) 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali) 

D SEDANG 

 

Sampai dengan audit tahun ini (2017) tidak 

terdapat penambahan penataan batas KL yang 

baru, tetapi terdapat pemeliharaan tanda batas 

kawasan lindung, sehingga prosentase 

penandaan batas kawasan lindung masih tetap 

sama dengan tahun lalu (2016) yang telah 

mencapai 16.776,9 ha (73,83%) dari total luas 

KL sebesar 22.725 ha. 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

D BAIK 

 

- Selama periode setahun terakhir, setelah 

audit penilikan ke-3 tahun lalu (2016) sampai 

dilakukannya audit penilikan ke-4 saat ini 

(tahun 2017), tidak tersedia citra yang lebih 

baru, dan masih menggunakan citra tahun 

lalu, yakni mosaic citra landsat 8 OLI path 

116 row 60 liputan tanggal 28 Januari 2016 

dan path 117 row 60 liputan tanggal 7 Maret 

2016. 

- Tersedia dokumen rencana dan realisasi 

areal KL untuk tahun 2016 dan 2017 

- Dengan adanya kenyataan rencana 

penanaman rehabilitasi areal KL untuk tahun 

2017 seluas 49 ha masih sedang berproses, 

maka untuk menilai prosentase realisasi dari 

rencana penanaman areal KL, akan 

digunakan data rencana dan realisasi tahun 

2016, yakni dari rencana penanaman 

rehabilitasi areal KL seluas 50 ha, telah 

terealisasi sebesar 49,7 ha (99,4%) dari 

rencana yang ada. 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

CD BAIK 

 

Selama periode setahun terakhir, setelah audit 

penilikan ke-3 tahun lalu (2016) sampai 

dilakukannya audit penilikan ke-4 saat ini 

(tahun 2017), terdapat beberapa bukti 

dokumen atau kegiatan terkait sosialisasi KL 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

untuk karyawan dan kontraktor PT SRH 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

D SEDANG - Terdapat laporan pengelolaan areal kawasan 

lindung terhadap sebagian areal kawasan 

lindung hasil tata ruang areal/Land 

scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU. 

- Laporan pengelolaan areal kawasan lindung 

yang telah tersedia meliputi pengelolaan 

kawasan lindung untuk areal sempadan 

sungai, koridor satwa/KPPS/DPSL, KPPN, BZ-

TNK, dan daerah mata air. 

- Khusus untuk pengelolaan areal berlereng 

>40% belum dilakukan. 

Kesimpulan Indikator 3.1.   23/27 = 85,19 (BAIK) 

2. Indikator No. 3.2  : Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

D BAIK - Selama periode setahun terakhir, setelah 

audit penilikan ke-3 tahun lalu (2016) sampai 

dilakukannya audit penilikan ke-4 saat ini 

(tahun 2017), terdapat perubahan atau revisi 

terhadap hampir semua SOP kriteria ekologi 

yang sudah ada. Perubahan atau revisi SOP 

secara umum terkait perubahan Nomor SOP 

atau Judul SOP yang disesuaikan dengan 

perubahan struktur organisasi perusahaan, 

tetapi isi SOP hampir tidak ada perubahan. 

- Khusus untuk SOP terkait pengendalian 

kebakaran hutan, yakni SOP Pengendalian 

Kebakaran Hutan (No. SOP/SRH/FOM-01) 

terbitan ke-1 revisi ke-0 tanggal terbit 20 Mei 

2016, tidak terdapat perubahan atau revisi. 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan hutan 

D SEDANG PT. SRH telah memiliki sarana prasarana 

perlindungan hutan khususnya sarana 

pemadam kebakaran, tetapi jumlahnya belum 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, yakni Permen LHK No. 32 tahun 2016. 

Masih terdapat kekurangan misalnya jumlah 

perlengkapan personil damkar lebih sedikit 

dibanding jumlah personil RPK. 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D BAIK - Berdasarkan luas areal PT. SRH, maka 

dibutuhkan jumlah minimal regu inti RPK 

sebanyak 6 regu inti dengan total personil 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

anggota Regu Inti sebanyak 90 orang, selain 

regu pendukung dan regu perbantuan (MPA) 

- PT. SRH telah memiliki SDM perlidungan 

hutan, yang terdiri dari regu inti RPK 

sebanyak 10 regu dengan total jumlah 

personil sebanyak 88 orang dan hanya satu 

orang atas nama Sapran yang belum 

memiliki sertifikat pelatihan damkar. 

- PT. SRH juga memiliki sebanyak 17 regu 

penukung dengan total personil sebanyak 

270 orang, yang melibatkan seluruh 

karyawan selain regu inti RPK, termasuk 

tenaga outsoursing, berdasarkan dokumen 

Pengajuan Khusus No. PK. 031/Region 

Kaltim/Fire/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 

2017. 

- Selain itu, PT. SRH juga telah membentuk 

MPA yang berasal dari desa-desa sekitar 

(Desa Muara Kaman, Desa Puan Cepak, Desa 

Sedulang, Desa Mekarjaya, Desa Menamang 

Kanan, Desa Menamang Kiri, Desa Teratak, 

Desa Benua Baru, dan Desa Sabintulung) 

dan juga telah mengikuti pelatihan MPA. 

- Lebih jauh, untuk mendukung program 

pencegahan kebakaran hutan dan lahan, PT. 

SRH membentuk program DMPA (Desa 

Makmur Peduli Api) yang intinya adalah 

upaya mengubah perilaku masyarakat dalam 

membuka lahan dengan cara membakar 

untuk menghindari cara-cara tersebut, yang 

diselaraskan dengan program bantuan dan 

sekaligus sosialisasi yang diselenggarakan 

oleh PT. SRH.  

- Berdasarkan wawancara dengan bapak 

Silver, DMPA ini sudah terbentuk di 4 desa, 2 

desa yang dibentuk tahun 2016 yakni desa 

Menamang Kanan dan desa Benua Baru, dan 

2 desa yang dibentuk tahun 2017 yakni desa 

Mekar Jaya dan desa Batu Balai 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D BAIK - PT. SRH telah mengimplementasikan 

kegiatan perlindungan gangguan hutan 

melalui tindakan tertentu 

(preemptif/preventif/represif) dengan 

kegiatan-kegiatan seperti: 

- Telah menyediakan sistem perlindungan 

hutan berupa prosedur-prosedur terkait 

perlindungan hutan 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Telah menyediakan sarana prasarana 

perlindungan hutan yang cukup 

- Telah menyediakan personil perlindungan 

hutan dengan jumlah personil yang cukup 

(satpam PH dan regu inti RPK, regu 

pendukung RPK, dan membentuk MPA 

dengan melibatkan masyarakat desa sekitar) 

- Patroli darat secara rutin 

- Pemantauan FDR dan curah hujan 

- Pemantauan hotspot dan FDRS dan FROS 

secara online 

- Telah melaksanakan pembentukan dan 

pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) dari 

unsur masyarakat sekitar HTI (Desa Muara 

Kaman, Desa Puan Cepak, Desa Sedulang, 

Desa Mekarjaya, Desa Menamang Kanan, 

Desa Menamang Kiri, Desa Teratak, Desa 

Benua Baru, dan Desa Sabindulung) 

- Dalam rangka lebih mengintensifkan 

kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan 

lahan, PT. SRH membentuk dan meluncurkan 

program SIGAHKAR (Aksi Pencegahan 

Kebakaran), yang sebagian anggotanya 

diambil dari anggota MPA yang ada di desa 

terkait. Saat ini, program SIGAHKAR sudah 

terbentuk di desa Puan Cepak. 

- Dalam rangka mendukung program 

pencegahan kebakaran hutan dan lahan, PT. 

SRH membentuk program DMPA (Desa 

Makmur Peduli Api) yang intinya adalah 

upaya mengubah perilaku masyarakat dalam 

membuka lahan dengan cara membakar 

untuk menghindari cara-cara tersebut, yang 

diselaraskan dengan program bantuan dan 

sekaligus sosialisasi yang diselenggarakan 

oleh PT. SRH. Saat ini, program DMPA sudah 

terbentuk di 4 desa yakni desa Menamang 

Kanan, desa Benua Baru, desa Mekar Jaya 

dan desa Batu Balai. 

- Selama setahun terakhir, terdapat laporan 

kasus terkait pengamaman areal PT. SRH 

yang sampai ke polisi 

- Menyampaikan Laporan bulanan kejadian 

kebakaran hutan dan upaya pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan ke 

instansi terkait 

Kesimpulan Indikator 3.2.   22/24 = 91,67 % (BAIK) 
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3. Indikator No. 3.3. : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat 

Pemanfaatan Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

D BAIK 

 

- Dalam setahun terakhir, terdapat perubahan 

atau revisi terhadap hampir semua SOP 

kriteria ekologi yang sudah ada. Perubahan 

atau revisi SOP secara umum terkait 

perubahan Nomor SOP atau Judul SOP, dan 

jabatan yang tertulis dalam SOP yang 

disesuaikan dengan perubahan struktur 

organisasi perusahaan, tetapi isi SOP hampir 

tidak ada perubahan. 

- PT. SRH mempunyai sejumlah prosedur 

terkait dengan pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air dan telah 

sesuai dengan dokumen perencanaan 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG 

 

PT. SRH telah memiliki sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air, 

walaupun terdapat sedikit kekurangan yakni 

pembuatan bak penampung/pengelolaan air 

buangan nursery di distrik Sebulu belum 

sepenuhnya selesai dilakukan 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D BAIK 

 

Berdasarkan daftar GANIS PHPL PT.SRH tahun 

2017, PT. SRH telah memiliki jumlah tenaga 

teknis PHPL BINHUT sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, yakni sebanyak 8 (delapan) 

orang, dengan kartu Ganis PHPL  dari ke-8 

orang tersebut semuanya masih berlaku 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

D BAIK 

 

PT. SRH telah memiliki dokumen rencana 

pengelolaan (RKL, 1995), dan sudah 

diimplementasikan 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D BAIK PT. SRH telah memiliki dokumen rencana 

pemantauan (RPL, 1995), dan telah 

diimplementasikan 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

D SEDANG - Hasil uji petik lapangan, secara kasat mata 

terlihat bahwa kondisi air beberapa sungai 

yang diamati dalam areal PT. SRH seperti 

Sungai Napai dan Sungai Bendang (distrik 

Muara Bengkal), dan anak Sungai Santan 

(distrik Santan), bervariasi dari agak keruh 

sampai sangat keruh. Begitu juga terlihat 

tanda-tanda telah terjadinya erosi di sekitar 

batas luar sempadan Sungai Bendang di 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

distrik Muara Bengkal. 

- Berdasarkan Laporan pelaksanaan dan 

evaluasi pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan HP-HTI PT. SRH semester II 

tahun 2016 dan Laporan monitoring dan 

evaluasi implementasi pengelolaan dan 

pemantauan kawasan HCV-HCS PT. SRH 

tahun 2016 diketahui bahwa perubahan 

parameter BOD, DO, dan COD dari semester 

I sampai semester II tahun 2016 mengalami 

kenaikan, tetapi masih dibawah ambang 

bakumutu menurut PP No. 82 tahun 2001. 

- Kesimpulan auditor, terdapat indikasi 

terjadinya dampak yang besar dan penting 

terhadap tanah dan air akibat kegiatan 

pengelolaan hutan yang dilakukan PT. SRH 

dan ada upaya pengelolaan dampak yang 

telah dilakukan. 

Kesimpulan Indikator 3.3.   32/36 = 88,89 % (BAIK) 

4. Indikator No. 3.4  : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka 

(endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan 

Endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu 

pada perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

D BAIK Selama periode setahun terakhir, setelah audit 

penilikan ke-3 tahun lalu (2016) sampai 

dilakukannya audit penilikan ke-4 saat ini 

(tahun 2017), terdapat perubahan atau revisi 

terhadap hampir semua SOP kriteria ekologi 

yang sudah ada. Perubahan atau revisi SOP 

secara umum terkait perubahan Nomor SOP 

atau Judul SOP, dan jabatan yang tertulis dalam 

SOP yang disesuaikan dengan perubahan 

struktur organisasi perusahaan, tetapi isi SOP 

hampir tidak ada perubahan, termasuk SOP 

Identifikasi Jenis Fauna (No. SOP/SRH/FSD-04) 

dan SOP Identifikasi Jenis Flora (No. 

SOP/SRH/FSD-05). 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

D BAIK Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi 

yang dilakukan oleh PT. SRH terekam dalam 

banyak dokumen yang secara keseluruhan telah 

mencakup seluruh jenis yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik yang terdapat di areal pemegang izin, 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dilakukan sejak studi AMDAL tahun 1995, 

sampai dengan saat ini. Hasil identifikasi flora 

dan fauna dilindungi telah dirinci statusnya 

berdasarkan peraturan yang berlaku (PP 7 

tahun 1999, IUCN redlist, maupun Appendix 

CITES) 

Kesimpulan Indikator 3.4.   12/12 = 100 % (BAIK) 

5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur pengelo-

laan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

 

D BAIK 

 

Selama periode setahun terakhir, setelah audit 

penilikan ke-3 tahun lalu (2016) sampai 

dilakukannya audit penilikan ke-4 saat ini 

(tahun 2017), terdapat perubahan atau revisi 

terhadap hampir semua SOP kriteria ekologi 

yang sudah ada. Perubahan atau revisi SOP 

secara umum terkait perubahan Nomor SOP 

atau Judul SOP, dan jabatan yang tertulis dalam 

SOP yang disesuaikan dengan perubahan 

struktur organisasi perusahaan, tetapi isi SOP 

hampir tidak ada perubahan. Revisi SOP 

termasuk SOP Pengelolaan Flora dan Fauna 

Dilindungi (No. SOP/SRH/FSD-01), SOP 

Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 

SOP/SRH/FSD-06), SOP Pemantauan Vegetasi 

dan Satwa Liar (No. SOP/SRH/FSD-09), dan 

SOP Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS 

(No. SOP/SRH/FSD-10). 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yang direncanakan 

D BAIK 

 

- PT. SRH telah melakukan kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan bentuk-

bentuk pengelolaan flora yang ada di dalam 

SOP pengelolaan flora 

- PT. SRH telah mengimplementasikan 

kegiatan pengelolaan flora untuk seluruh 

jenis yang dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik yang 

terdapat di areal pemegang izin 

3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

D SEDANG 

 

- Diidalam laporan Assessment Penilaian NKT 

PT. SRH tahun 2014, disebutkan bahwa 

didalam areal PT. SRH terdapat 2 (dua) 
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terancam punah dan endemik spesies flora yang termasuk kedalam 

kategori spesies sangat terancam punah 

yakni Dipterocarpus tempehes Sloot dan 

Shorea balangeran yang perlu dikelola 

dengan melakukan penanaman dan 

pengayaan pada kawasan KPPN dan DPSL. 

Selain itu, juga ditemukan beberapa jenis 

yang tergolong genting/langka (EN – 

Endangered) dan rentan/rawan (VU -  

Vulnerable). 

- Dalam setahun terakhir, PT. SRH telah 

menanam salah satu jenis spesies yang 

termasuk kedalam kategori spesies sangat 

terancam punah yakni Shorea balangeran di 

areal KL sebagaimana sudah dibahas dalam 

verifier 3.1.3, berdasarkan dokumen BA 

rehabilitasi KL tanggal 28 November 2016. 

- PT. SRH belum melakukan penanaman 

pohon jenis Dipterocarpus tempehes Sloot 

sebagai salah satu spesies flora yang 

termasuk kedalam kategori spesies sangat 

terancam punah sesuai dengan rekomendasi 

dokumen HCV tahun 2014. 

Kesimpulan Indikator 3.5.   16/18 = 88,89% (BAIK) 

6. Indikator No. 3.6  : Pengelolaan Fauna untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup 

kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

D BAIK 

 

Selama periode setahun terakhir, setelah audit 

penilikan ke-3 tahun lalu (2016) sampai 

dilakukannya audit penilikan ke-4 saat ini 

(tahun 2017), terdapat perubahan atau revisi 

terhadap hampir semua SOP kriteria ekologi 

yang sudah ada. Perubahan atau revisi SOP 

secara umum terkait perubahan Nomor SOP 

atau Judul SOP, dan jabatan yang tertulis dalam 

SOP yang disesuaikan dengan perubahan 

struktur organisasi perusahaan, tetapi isi SOP 

hampir tidak ada perubahan. Revisi SOP 

termasuk SOP Pengelolaan Flora dan Fauna 

Dilindungi (No. SOP/SRH/FSD-01), SOP 

Pengelolaan Kawasan Lindung (No. 
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SOP/SRH/FSD-06), SOP Pemantauan Vegetasi 

dan Satwa Liar (No. SOP/SRH/FSD-09), SOP 

Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa 

Liar (No. SOP/SRH/FSD-07), dan SOP 

Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS (No. 

SOP/SRH/FSD-10). 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan fauna 

sesuai dengan yang 

direncanakan 

D BAIK 

 

- PT. SRH telah melakukan pengelolaan fauna 

sesuai dengan bentuk-bentuk pengelolaan 

fauna yang ada di dalam SOP pengelolaan 

fauna 

- PT. SRH telah mengimplementasikan 

kegiatan pengelolaan fauna untuk seluruh 

jenis yang dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik yang 

terdapat di areal pemegang izin 

3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemik 

D SEDANG 

 

- Selama observasi lapangan selama audit ini 

berlangsung, dalam perjalanan dari Camp38 

dan Distrik Sebulu menuju Distrik Santan, 

ditemukan beberapa sarang Orangutan yang 

mengunakan akacia sebagai pohon sarang 

pada areal tanaman pokok. 

- Selain itu terdapat surat permohonan dari 

Ketua RT 12 Desa Mekar Jaya yang ditujukan 

kepada BKSDA Kaltim tanggal 27 April 2017 

sehubungan adanya orangutan yang telah 

meresahkan warga dan terdapat seorang 

wanita yang menjadi korban terkena cakaran 

dari satwa tersebut. 

- BKSDA Kaltim menindaklanjuti surat tersebut 

diatas dengan membuat surat kepada BKSDA 

Tingkat II Tenggarong tertanggal 27 April 

2017 perihal permohonan untuk 

menindaklanjuti surat permohonan warga 

desa Mekar Jaya tersebut diatas. 

- Dalam Laporan kegiatan patroli satgas 

penyelamatan orangutan PT. SRH dan PT. 

SHJ-II region Kaltim periode Juni 2017 

terdapat informasi sebagai berikut: 

a. Terdapat Laporan/Hasil Pelaksanaan 

Kegiatan Satgas Orangutan di areal PT. 

SRH dan PT. SHJ-II, terkait penemuan 

adanya warga atas nama bapak Suryadi 

yang mendapatkan bayi orangutan 

pada saat sedang bekerja di kebun 

untuk dirawat. 

b. Terdapat surat yang ditulis oleh bapak 

Suryadi RT.03 Desa Mekar Jaya Kec. 
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Sebulu Kab. Kukar yang ditujukan 

kepada BKSDA Kaltim tanggal 19 Juni 

2017 perihal permohonan mengambil 

dan merehabilitasi bayi orangutan 

tersebut di atas. 

c. Dalam suratnya, bapak Suryadi 

bercerita antara lain bahwa bayi 

orangutan tersebut berkelamin jantan, 

dan bapak Suryadi menceritakan dalam 

suratnya bagaimana kronologis sampai 

dia bisa memelihara bayi orangutan 

tersebut berikut. 

d. Cerita bapak Suryadi dalam suratnya: 

“Pada saat kami sedang bekerja di 

ladang/kebun, kami mendengar suara 

binatang. Karena penasaran, kami cari, 

dan ternyata kami dapati bayi 

orangutan. Karena kami kasihan, 

dengan memberanikan diri kami ambil 

dan rawat bayi orangutan tersebut. 

Secara peraturan, kami mengerti bahwa 

dilarang merawat binatang yang 

dilindungi dan juga dengan 

keterbatasan kami untuk 

merawat,maka kami mohon kepada 

BKSDA Kaltim untuk mengambil bayi 

orangutan tersebut”. 

- Kesimpulan auditor adalah terdapat 

gangguan terhadap kondisi fauna dilindungi 

seperti pelanduk, kijang, rusa, dan/atau 

orangutan, tetapi walaupun demikian, 

PT. SRH telah melakukan upaya-upaya yang 

lebih intensif dalam penanggulangan 

gangguan ini. 

Kesimpulan Indikator 3.6.   16/18 = 88,89 (BAIK) 
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D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator No. 4.1  : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin 

dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 

setempat. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan mengenai 

pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin. 

 

D BAIK 

 

Pada periode 1 tahun terakhir (2016 -2017) 

tidak terdapat tambahan dokumen PT SRH yang 

baru terkait pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 

setempat, dokumen yang ada sama seperti 

pada Penilikan ke-3 tercantum  dalam 

Laporan Survey Detail NKT 5 dan NKT 6 di PT 

SRH, Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil 

Hutan Bukan Kayu yang digunakan warga 

masyarakat dan Dokumen Final Integrated 

Sosial Forest Management Plan (ISFMP) PT. 

SRH. 

Sedangkan dalam rencana pemanfaatan SDH 

PT SRH  telah menyusun RKTUPHHK tahun 

2016 dan tahun 2017 secara mandiri (self 

approval) dan dibidang kelola sosial telah 

menyusun Project Plan Community 

Development tahun 2016 dan tahun 2017. 

 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas /rekon-

struksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

D BAIK 

 

PT SRH memiliki mekanisme penataan batas 

/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif 

dan penyelesaian konflik batas kawasan yang 

disepakati para pihak tertuang dalam  SOP 

Pemetaan Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik 

Lahan dan SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di 

areal kerja IUPHHK HTI.  

 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

D BAIK 

 

 

PT SRH  memiliki mekanisme terkait  

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH yang legal,  

lengkap dan jelas yang tertuang dalam SOP 

Studi Data Dasar, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, 

SOP FPIC, SOP  Identifikasi Hak-Hak 

Masyarakat Adat dan SOP Studi Dampak Sosial.    

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

D SEDANG 

 

Selama periode 1 tahun terakhir (tahun 2016 – 

2017) tidak terdapat  kegiatan terkait penataan 

batas antara areal kerja perusahaan dengan 

kawasan kehidupan masyarakat sekitar, kondisi 

yang ada masih sama seperti pada 
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kawasan kehidupan 

masyarakat. 

Penilikan Ke-3. 

PT SRH memiliki sebagian bukti – bukti terkait 

luas dan batas kawasan areal perusahaan 

dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat 

setempat. 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

 

D BAIK 

 

 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya  

PT SRH  telah mendapat persetujuan dan 

dukungan dari para pihak (dalam hal ini 

pemerintah pusat,  pemerintah daerah dan 

masyarakat yang ada di sekitar areal)  yang 

dibuktikan dengan masih berlangsungnya 

kegiatan operasional Perusahaan dan terdapat 

kerjasama/kesepakatan dengan masyarakat 

sekitar.  

Terdapat potensi konflik terkait Pembayaran 

sharing manfaat pada masyarakat desa 

Menamang Kanan. 

Kesimpulan Indikator 4.1.   28/30 = 93,33% (BAIK) 

2. Indikator No. 4.2  : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku. 

D BAIK 

 

PT SRH memiliki dokumen yang lengkap 

menyangkut tanggung jawab sosial pemegang 

izin sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HT 

PT SRH, Dokumen RKUPHHK periode 2009-

2018, RKTUPHHK Tahun 2016 dan 2017, 

Project Plan Community Development PT SRH 

tahun 2016 dan tahun 2017, Laporan PMDH PT 

SRH Semester II tahun 2016 dan Laporan 

PMDH Semester I tahun 2017 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

D BAIK 

 

PT. SRH  memiliki  mekanisme yang lengkap 

dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial  

terhadap masyarakat  yang dituangkan dalam : 

1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 

(PMDH)   

2. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola 

Kemitraan   

3. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan   

4. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu Rev.1   

5. SOP Kelola Sosial (CSR)   

6. SOP Tanaman Kehidupan dan Kemitraan 

(TK)   

4.2.3. D BAIK Berdasarkan telaahan terhadap dokumen PT 
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Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH. 

SRH  periode 1 tahun terakhir (2016 – 2017) 

dan hasil wawancara dengan responden (wakil 

dari masyarakat sekitar) diperoleh informasi 

bahwa PT. SRH  memiliki bukti  yang lengkap 

terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber 

Daya Hutan. 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

D BAIK PT SRH memiliki bukti yang lengkap terkait 

realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap seluruh masyarakat yang berada di 

sekitar areal meliputi : 

a. Pembayaran sharing manfaat kepada 

masyarakat Menamang Kiri 

b. Bantuan BBM solar untuk penerangan (desa 

Menamang Kanan dan Menamang Kiri) 

c. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 276 

orang dari 312 karyawan PT SRH)  

d. Bekerjasama dengan kontraktor lokal (ada 25 

kontraktor lokal) 

e. Perbaikan Jalan menuju kampung  sekitar 

areal PT SRH (desa Puan Cepak, Menamang 

Kanan dan Menamang Kiri) 

4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung jawab 

sosial pemegang izin termasuk 

ganti rugi. 

D BAIK PT. SRH memiliki bukti yang lengkap tentang 

laporan/dokumen  terkait pelaksanaan 

tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk 

ganti rugi yang tertuang dalam laporan PMDH 

PT SRH Semester II Tahun 2016 dan Semester 

I Tahun 2017, Berita Acara Serah Terima 

Bantuan PT SRH Tahun 2016 - 2017, BAST 

Sharing Profit PT SRH dengan masyarakat desa 

Menamang Kiri,Laporan Tenaga Kerja PT SRH 

bulan Juli 2017 dan Daftar  Kontraktor PT SRH   

bulan Juli 2017 

Kesimpulan Indikator 4.2.   30/30 = 100 % (BAIK) 

3. Indikator No. 4.3  : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang 

adil antar para pihak.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

D BAIK 

 

PT. SRH  memiliki data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

yang  lengkap dan  jelas yang tertuang dalam 

beberapa dokumen sebagai berikut : 
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aktivitas pengelolaan SDH 

 

a. RKUPHHK HT PT SRH periode 2009 - 2018 

b. Pembayaran Sharing profit kepada 

masyarakat Menamang Kiri 

c. Daftar Tenaga Kerja PT SRH bulan Juli 2017 

(Karyawan lokal ada 276 dari 312 karyawan 

PT SRH) 

d. Daftar Kontraktor PT SRH bulan Juli 2017 

(ada 25 kontraktor lokal dari 66 kontraktor 

PT SRH) 

e. Dokumen Studi Dampak Sosial (SDS) PT SRH 

f. MoU Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu 

(HHNK) antara PT SRH dengan sekitar 

g. Berita Acara Kesepakatan PT SRH dengan 

Masyarakat desa Menamang Kanan 

h. Berita Acara Kesepakatan PT SRH dengan 

Masyarakat desa Menamang Kiri 

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

D SEDANG 

 

PT. SRH  memiliki sebagian mekanisme terkait 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat tertuang dalam SOP Pembinaan 

Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP 

Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan, 

SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, 

SOP Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kelola 

Sosial (CSR), namun tidak ditemukan   

mekanisme yang mengatur :  

a. Peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau 

setempat secara khusus 

b. Kompensasi/sharing profit kepada 

masyarakat 

c. Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat 

4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

 

D BAIK PT. SRH  memiliki dokumen rencana pemegang 

izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang 

lengkap dan jelas tertuang dalam dokumen 

RKUPHHK HT PT SRH Periode tahun 2009 – 

2018, RKTUPHHK-HT PT SRH tahun 2016 dan 

2017, Project Plan Community Development PT 

SRH tahun 2016 dan tahun 2017, Berita Acara 

Kesepakatan PT SRH dengan masyarakat 

Menamang Kanan, Berita Acara Kesepakatan PT 

SRH dengan masyarakat Menamang Kiri, 

Kesepakatan Bersama tentang Kemitraan dan 

Tanaman Kehidupan antara PT SRH dengan 

Masyarakat Menamang Kiri 
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4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

D SEDANG PT SRH memiliki bukti implementasi sebagian  

(<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan 

atau masyarakat setempat oleh pemegang izin 

yang tepat sasaran yang tertuang dalam : 

1. Laporan  PMDH PT SRHsemester II tahun 

2016 ( realisasi =34,57 %) dan Semester I 

tahun 2017 ( realisasi =13,46%), rata-rata = 

24.02 %. (< 50%). 

2. Pembayaran Sharing Manfaat kepada 

masyarakat Menamang Kiri Tahap I sebesar 

Rp.350.000.000 dan Tahap II sebesar Rp. 

154.541.140 juta. 

3. Pemanfaatan Kontraktor lokal (terdapat 25 

kontraktor lokal dari total 66 kontraktor PT 

SRH atau 37,88%) 

4. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal ada 276 

karyawan lokal dari 312 karyawan atau 

sebesar 88 %  

5. Perbaikan jalan menuju desa sekitar (desa 

Puan Cepak, Menamang Kanan dan 

Menamang Kiri) untuk akses masyarakat. 

4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada 

para pihak 

 

D BAIK Pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2016-

2017), dokumen/laporan PT. SRH  terkait 

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para 

pihak (karyawan, kontraktor dan masyarakat) 

tertuang dalam Laporan  Realisasi  kegiatan 

PMDH semester II tahun  2016 dan semester I 

tahun 2017, Rekap  Gaji Karyawan PT.  SRH, 

Pembayaran Upah kontraktor Kontraktor PT 

SRH dan Pembayaran sharing profil kepada 

masyarakat Menamang Kiri. 

PT SRH memiliki dokumen/laporan terkait 

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para 

pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan 

baik. 

Kesimpulan Indikator 4.3.   26/30= 86,67 % (BAIK) 

4. Indikator No. 4.4  : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

 

D BAIK 

 

PT SRH memiliki mekanisme resolusi konflik 

yang lengkap dan jelas yang tertuang dalam 

SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP 

Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

IUPHHK HTI dan SOP FPIC 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

D SEDANG 

 

Di dalam areal PT SRH terdapat banyak konflik 

klaim lahan oleh masyarakat sekitar maupun 

perusahaan sawit yang berbatasan dengan 

areal PT SRH (ada 43 kasus) dan PT SRH 

memiliki peta identifikasi areal yang bermasalah 

skala 1:100.000, namun PT SRH belum 

menyusun pemetaan konflik yang mengacu 

pada Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 

Pedoman Pemetaan Potensi  dan Resolusi 

Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam 

Hutan Produksi. 

4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh 

para pihak. 

D BAIK 

 

PT SRH memiliki struktur organisasi/lembaga 

penyelesaian konflik, sumberdaya manusia  

serta pendanaan yang cukup untuk mengelola 

konflik, tertuang dalam : 

1. Struktur Organisasi PT SRH  

2. Struktur Organisasi PT SRH Social Security 

Departemen 

3. Daftar Stake Holder tahun 2017 PT SRH 

4. Rincian Kebutuhan Biaya Penyelesaian 

Konflik PT SRH Tahun 2017 

5. Lembaga Penyelesaian konflik  PT SRH 

(Penunjukan) dari Pihak Eksternal (dari 

tingkat desa, kecamatan dan Dinas 

Kabupaten terkait) dan Pihak Internal PT 

SRH 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi 

D BAIK Pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2016 – 

2017), PT SRH telah menyelesaikan konflik 

klaim lahan yang terjadi di arealnya sebanyak 3 

kasus yaitu dengan masyarakat Menamang Kiri, 

Menamang Kanan (Distrik Muara Bengkal) dan 

Klaim Arman A. (Distrik Sebulu) dengan dibuat 

Berita Acara Kesepakatan masing-masing kasus 

dan kronologis proses penyelesaiannya yang 

lengkap 

Kesimpulan Indikator 4.4.   22/24 = 91,67 % (BAIK) 
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5. Indikator No. 4.5  : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial. 

D BAIK PT SRH telah merealisasikan hubungan 

industrial dengan seluruh karyawannya yang 

dibuktikan dengan adanya Peraturan Kerja 

Bersama PT  SRH Periode 2016-2018, yang 

telah disahkan  Kepala  Disnakertrans Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor : KEP. 

560/2928/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 tanggal 27 

Oktober 2016  dengan masa berlaku sampai 26 

Oktober 2018 dan telah dilakukan sosialisasi 

kepada karyawannya.   

PT SRH juga memiliki SOP Hubungan Industrial 

yang mengatur hubungan antara Perusahaan 

dengan karyawannya. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja. 

 

D BAIK 

 

PT SRH telah merealisasikan pengembangan 

kompetensi karyawannya melalui pelatihan in 

house dan ex house training, pada tahun 2016 

PT SRH merencanakan pelatihan sebanyak 414 

orang karyawan dan terealisasi sebanyak 479 

orang atau sebesar 116 %.  

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SRH 

memiliki 30 orang GANISPHPL (terdiri dari 

Kurpet =1, Canhut = 7, Nenhut = 4, Binhut = 8 

dan PKB-R = 10  dan telah memenuhi 

ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015.  

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

 

D BAIK 

 

PT SRH memiliki dokumen standart jenjang 

karir yang lengkap yang dituangkan dalam PKB 

PT SRH Periode 2016 – 2018 (Bab XI Pasal 68 

sampai pasal  71) dan  beberapa SOP yang 

mengatur Jenjang Karir serta mekanisme 

lainnya dan telah diimplementasikan 

seluruhnya. 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

 

D BAIK 

 

PT SRH memiliki dokumen terkait tunjangan 

kesejahteraan karyawan  tertuang dalam Bab V 

– Bab VI (Pasal 26 – 38) PKB PT SRH Periode 

2016 – 2018,   dan telah diimplementasikan 

seluruhnya. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil 

wawancara dengan karyawan PT SRH diperoleh 

informasi bahwa semua tunjangan 

kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh PT 

SRH sesuai klausul-klausul yang tercantum 

dalam PKB,  dibidang kesehatan PT SRH pada 

masing-masing Distrik terdapat Pos Kesehatan 

yang dilengkapi dengan Tenaga Medis dan di 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Region PT SRH KM 38 terdapat Klinik 

Perusahaan yang dilengkapi dengan seorang 

Dokter Perusahaan. 

Kesimpulan Indikator 4.5.   24/24 = 100,00% (BAIK) 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1  :  Kepastian areal IUPHHK-HTI 

Indikator 1.1.1. :  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan 

yang dikelola IUPHHK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SKIUPHHK) 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen legal terkait 

perizinan usaha sampai pada periode penilikan ke-4 

tidak mengalami perubahan, yaitu : 

1. Dokumen SK IUPHHK-HT dan peta lampirannya. PT 

Surya Hutani Jaya memiliki SK IUPHHK-HT No. 

156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 tentang 

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri atas Areal Hutan seluas ± 183.300 

Hektarkepada PT.Surya Hutani Jaya di Provinsi 

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan terdapat 

lampiran peta skala 1:100.000 yang saha 

ditandatangai dan dicap stempel. 

2. Dokumen Legalitas Perusahaan lainnya seperti Akte 

Perusahaan, SIUP, NPWP tidak ada perubahan 

kecuali TDP yang terdapat perubahan. 

1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

M Terdapat Surat Direktur No. 

010/SRW/DIR/AR/JKT/1992 tanggal 09 Maret 1992 

yang ditujukan kepada Direktur Jendral Reboisasi dan 

Rehabilitasi Lahan Up. Direktur Hutan Tanaman 

Industri Departemen Kehutanan mengenai konfirmasi 

pembayaran Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP-IHPHTI) 

No. 1550/V-HTI/1991 tanggal 11 November 1991 atas 

nama PT Suryaraya Wahana (perusahaan asal) dan 

telah dibayar sesuai SPP-IHPHTI tersebut kepada 

Menteri Kehutanan Sub Rekening IHH/IHPH Bank 

Indonesia Cabang Thamrin Jakarta No. Rekening 

508.000.014 tanggal 08 Januari 1992 sejumlah Rp. 

257.400.000. Pembayaran dilakukan dengan Debet 

rekening No.214761. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada) 

N/A Pada areal IUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya sudah 

tidak terdapat penggunaan kawasan lain yang sah di 

luar kegiatan IUPHHK 

PRINSIP 2 :  Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) 

disahkan oleh yang berwenang 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan 

Kerja/RTT beserta lampirannya yang 

telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah hutan 

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval. 
c) Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M - Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI periode 2009-

2018 (Revisi) yang telah disahkan berdasarkan SK 

Kementerian Kehutanan Nomor : SK.90/VI-

BUHT/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan 

dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 100.000. 

Luas areal kerja berdasarkan revisi RKUPHHK-HTI 

tahun 2012 diketahui bahwa luas areal efektif 

IUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya menjadi ± 

156.023 Ha. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 

(revisi kedua) yang disetujui secara self approval 

oleh Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya Nomor : 

SK.002/SRH/REV-RKT/X/2016 tanggal 21 Oktober 

2016. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 

yang disetujui secara self approval oleh Direktur 

Utama PT Surya Hutani Jaya Nomor : SK.003/RKT-

SRH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016. 

- Rencana Pemanenan pada RKTUPHHK-HTI Tahun  

2017  adalah: 

- Luas 21.392 Ha 

- Volume 1.232.429,53 M3 

- Terdapat Ganis Canhut atas nama Sugiono, No. Reg. 

00804-13/CANHUT/XX/2012 berlaku sampai dengan 

29 Juli 2018. 

2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M Berdasarkan verifikasi dokumen pada lampiran peta 

RKTUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya tahun 2017, telah 

digambarkan areal yang tidak boleh ditebang pada Peta 

RKTUPHHK tahun 2017. Areal yang tidak boleh 

ditebang/ Areal kawasan lindung pada Peta RKT yang 

ditandai warna merah, diantaranya : 

- Sempadan Sungai 

- Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 

- Kawasan Pelestarian Satwa Liar 

- Kelerengan E 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Perlindungan Mata Air 

- Buffer Zone 

Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya 

penandaan dan pemasangan plang Kawasan Lindung 

berupa pemasangan plang dan batas areal kawasan 

lindung : 

- Buffer zone pada koordinat N 000 17’ 53,14” E 1170 

05’ 32,94” 

- Kawasan Pelestarian Satwa Liar pada koordinast N 

000 19’ 52,11” E 1160 57’ 45,06” 

- Sempadan Anak Sungai Santan pada koordinat N 

000 10’ 00,20” E 1170 09’ 42,11” 

- Sempadan Sungai Bendang pada koordinat N 000 

24’ 24,84” E 1160 56’ 40,68” 

- Sempadan Sungai Napai pada koordinat N 000 24’ 

55,67” E 1160 55’ 11,11”. 

 

2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

M - Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI PT Surya 

Hutani Jaya tahun 2017 skala 1 : 100.000 yang 

disahkan secara self approval, terdapat penandaan 

petak penanaman dan pemanenan yang ditandai 

dengan arsiran secara jelas. 

- Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai adanya 

penandaan pada lokasi RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 

diantaranya : 

- Plang Blok RKT 2017 di Distrik Santan pada 

koordinat N 000 13’ 30,94” E 1170 07’ 00,91” 

ditandai dengan plang berwarna putih. 

- Patok Petak 82A di Distrik Santan pada koordinat 

N 000 15’ 00,80” E 1170 06’ 19,08” ditandai 

dengan patok dari pipa paralon berwarna putih 

ukuran 3 inch. 

- Patok Petak 63B di Distrik Santan yang merupakan 

batas antara RKT 2017 dengan RKT 2015 dan 

berada pada koordinat N 000 13’ 56,55” E 1170 

07’ 00,91” ditandai dengan patok dari pipa paralon 

berwarna putih ukuran 3 inch. 

- Patok Petak 73A1 di Distrik Santan pada koordinat 

N 000 14’ 20,00” E 1170 06’ 46,25” ditandai 

dengan patok dari pipa paralon berwarna putih 

ukuran 3 inch. 

- Patok Petak 22C di Distrik Sebulu yang merupakan 

batas antara RKT 2017 dengan embung air dan 

berada pada koordinat S 000 04’ 16,89” E 1170 06’ 

37,10” ditandai dengan patok dari pipa paralon 

berwarna putih ukuran 3 inch. 

- Patok Petak 99B di Distrik Sebulu yang merupakan 

batas antara RKT 2017 dengan RKT 2016 dan 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

berada pada koordinat S 000 05’ 09,88” E 1170 04’ 

54,05” ditandai dengan patok dari pipa paralon 

berwarna putih ukuran 3 inch. 

Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen RKUPHHK-HTI 

(Revisi) untuk jangka waktu 10 tahun pada periode 

tahun 2009 – 2018. Dokumen RKUPHHK-HTI telah 

disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor : SK.90/VI-BUHT/2012 tanggal 21 Desember 

2012 dibubuhkan cap stempel dan dilampiri peta yang 

sah. 

2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-

faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A   PT Surya Hutani Jaya tidak melakukan penyiapan lahan 

dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk 

penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan 

tanaman industri. 
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PRINSIP 3 :  Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 
Indikator 3.1.1. :  Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ 

dimanfaatkan telah di LHP-kan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

M - Terdapat petugas pembuat LHP yang dimiliki oleh 

PT Surya Hutani Jaya saat dilakukan audit sebanyak 

4 (empat) orang Ganis PHPL PKB sebagai pembuat 

LHP dengan rincian sebagai berikut: 

1) Sugeng Sudarsono dengan nomor register 00548-

13/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 23 

September 2014 s.d. 22 September 2017. 

2) Lewi Lapik dengan nomor register 00223-11/PKB-

R/XX/2011 berlaku sampai dengan 14 Februari 

2017 s.d. 13 Februari 2020. 

3) Muh. Arief Wahyudin, S.P dengan nomor register 

00690-13/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai dengan 

05 September 2016 s.d. 11 Maret 2018. 

4) Aliansyah dengan nomor register 00696-13/PKB-

R/XX/2012 berlaku sampai dengan 12 Maret 2015 

s.d. 11 maret 2018. 

- Dokumen LHP yang diterbitkan selama periode audit 

sbb : 

a) LHP tahun 2016 (Periode September–Desember) 

No. 
Wilayah/ 

Lokasi 

Total 

LHP 

Volume 

(m3) 

1. Kutai Kartanegara 78 153.507,97 

2. Kutai Timur 31 13.908,89 

 Jumlah 109 167.416,86 

b) LHP tahun 2017 (Periode Januari – Agustus) 

No. Wilayah/ Lokasi 
Total 

LHP 

Volume 

(m3) 

1 Kutai Kartanegara 270 243.354,65 

2 Kutai Timur 43 18.312,68 

 Jumlah 313 261.667,33 

- Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Hutan 

yang berada di distrik sebulu dan distrik santan 

dengan mengukur stok kayu bulat kecil tumpukan 

KBK di beberapa nomor petak tebangan/pemanenan 

dengan hasil tidak terdapat selisih jenis namun 

terdapat selisih pengukuran volume yang tidak 

melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,31 %. 
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Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 

dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

M - Terdapat SK Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya 

nomor SK.031/SRH-SMD/II/2017 tanggal 17 

Februari 2017 tentang Penetapan TPK Antara 

(Logyard/Logpond) IUPHHK-HTI PT Surya Hutani 

Jaya Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan 

Timur. 

- PT Surya Hutani Jaya pada periode penilikan ke-4 

melakukan pengangkutan kayu dengan 

menggunakan dokumen SKSHHK dari TPK hutan 

menuju TPK Industri, TPK Hutan menuju TPK Antara 

dan TPK Antara menuju ke TPK Industri dengan 

rincian sbb : 

a) Tahun 2016 

TPK Hutan menuju TPK Industri Chip Mill PT 

Sarana Bina Semesta Alam sebanyak 10.257  set 

dokumen SKSHHK dengan rincian sebagai berikut 

: 

- Wilayah Kukar : 9.738 set dokumen SKSHHK 

dengan volume sebesar 141.415,85 m3. 

- Wilayah Kutim : 519 set dokumen SKSHHK 

dengan volume sebesar 19.267,81 m3. 

b) Tahun 2017 

1) TPK Hutan menuju TPK Industri Chip Mill PT 

Sarana Bina Semesta Alam sebanyak 14.864  

set dokumen SKSHHK dengan rincian sebagai 

berikut : 

- Wilayah Kukar : 13.890 set dokumen 

SKSHHK dengan volume sebesar 185.775,65 

m3. 

- Wilayah Kutim : 974 set dokumen SKSHHK 

dengan volume sebesar 20.048,49 m3. 

2) TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 

2.085 set dokumen SKSHHK dengan volume 

sebesar 33.039,40 m3. 

3) TPK Antara menuju TPK Industri PT Indah 

Kiat Pulp and Paper di Riau sebanyak 4 set 

dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 

29.706,06 m3. 

- Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Petugas yang 

telah memiliki register. Adapun petugas penerbit 

SKSHHK yang teregister dan masih berlaku yaitu : 

a) Widji Hariyanto, Register No 00004-13/PKB-

R/XX/2010. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

b) Andang Siswanto, Register No. 00547-13/PKB-

R/XX/2011. 

c) Mustofa, Register No 00224-13/PKB-R/XX/2011. 

d) Heri Santoso, SP dengan No. Register : 

00691/13/PKB-R/XX/2012. 

e) Yoefrizer, Register No 0800-13/PKB-R/XX/2012. 

Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu 

bulat  dari pemegang IUPHHK-HT bisa 

dilacak balak 

M Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan menunjukkan 

bahwa PT Surya Hutani Jaya melakukan penandaan 

terhadap kayu mulai dari tumpukan di TPn/TPK Hutan 

berupa label plastik ecolin warna kuning yang 

menjelaskan identitas berupa nomor tumpukan, nomor 

petak/zone, RKT, Jenis kayu, panjang, lebar, tinggi 

tumpukan, volume dan tanggal pengukuran. Sehingga 

kayu tanaman hasil pemanenan yang nantinya 

diangkut ke TPK Industri dapat diketahui asal usul kayu 

dari petak dan zone berapa. 

3.1.3.b. 

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

M Terdapat SOP Chain of Costody (CoC) atau Lacak Balak 

dan SOP TUK yang disusun dan dilaksanakan untuk 

penatausahaan hasil hutan kayu. Pada penatausahaan 

hasil hutan kayu PT Surya Hutani Jaya diverifikasi 

adanya penandaan kayu secara konsisten di lapangan, 

sehingga terdapat sistem yang memungkinakan 

penelusuran kayu atau bisa dilacak balak 

Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar 

TPK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

 

M Tersedia arsip SKSHHK yang lengkap dan sah yang 

telah diterbitkan selama periode audit. PT Surya Hutani 

Jaya telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang 

menyertai pengangkutan kayu menuju Industri Chip 

Mill PT Sarana Bina Semesta Alam dan menuju ke TPK 

Industri PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau. 
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Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 

Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a. 

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M Selama periode penilikan ke-4 PT Surya Hutani Jaya 

memiliki dokumen SPP PSDH yang lengkap dan 

diterbitkan melalui SI PNBP SIMPONI. SPP yang 

diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun 

tarif sudah sesuai dengan LHP. 

3.2.1.b. 

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M Terdapat dokumen SI PNBP SIMPONI PT Surya Hutani 

Jaya selama periode penilikan ke-4 sesuai dengan 

volume, dan jenis yang terdapat pada LHP yang 

diterbitkan dan tarif yang berlaku dan bukti setor 

pembayaran SI PNBP dari Bank Mandiri jumlah yang 

sesuai dengan SPP dengan total SPP sebagai berikut : 

- SPP PSDH Tahun 2016 sebesar Rp. 904.051.044,- 

- SPP PSDH Tahun 2017 sebesar Rp. 1.413.003.582,- 

3.2.1.c. 

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

M PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Surya Hutani Jaya 

telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar 

sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku, yaitu Rp. 

5.400 per m3 untuk kayu jenis kayu Acacia mangium, 

Gmelina arborea, Eucalyptus pellita. 

Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan 

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1.. 

Dokumen PKAPT 

M PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau 

Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat 

No.6/SIPT/PKAPT/03/2017, tanggal 10 Maret 2017 

dengan diakuinya PT Surya Hutani Jaya sebagai 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 

17.06.1.03438 dengan masa berlaku sampai dengan 10 

Maret 2022. 
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Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2. 

Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal 

M PT Surya Hutani Jaya telah melakukan pengangkutan 

kayu dengan menggunakan kapal baik kapal penarik 

maupun tongkang. Pengangkutan dengan kapal 

dilakukan untuk mengirim kayu dari TPK Antara 

Tanjung Karas ke TPK Industri PT Indah Kiat Pulp and 

Paper di Siak Riau.  

Terdapat dokumen Kapal Berbendera Indonesia 

sesuai dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan. 

Selama Periode Penilikan ke-4 terdapat penerbitan 

dokumen SKSHHK ke TPK Industri PT Indah Kiat Pulp 

and Paper Jl. Raya Minas Perawang Km. 26 Kec. 

Tualang Kab. Siak Riau dengan menggunakan kapal 

berbendera Indonesia. 

Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1. 

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai 

ketentuan 

M PT Surya Hutani Jaya telah memiliki Sub-Lisensi tanda 

V-Legal dan Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada 

dokumen SKSHHK serta lampiran Surat Pengantar 

Angkutan Kayu (SPA) sebagai dokumen sahnya kayu 

menuju ke Industri Chip Mill  PT Sarana Bina Semesta 

Alam, dan TPK Industri PT Indah Kiat Pulp and Paper di 

Riau. 

PRINSIP 4 :  Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait 

dengan penebangan 

Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan 

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL 

 

M Terdapat dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan 

Utama ANDAL dan Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL 

atas nama PT Surya Hutani Jaya di Kabupaten Dati II 

Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Provinsi Dati I 

Kalimantan Timur, yang disusun pada bulan Januari 

1995 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 

Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 

tanggal 19 Januari 1995 
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Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan 

menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Rencana 
Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada 

dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen 
tersebut telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 
Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 
tanggal 19 Januari 1995 

 

4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Laporan 

Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan HP-HTI PT Surya Hutani Jaya 
semester II tahun 2016 yang telah dibuat sesuai 

dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di 
lapangan serta telah didistribusikan kepada instansi 
seperti sesuai bukti tanda terima dari instansi terkait. 

Terdapat Draf Final Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi 

RKL dan RPL Semester I Tahun 2017 yang telah dibuat 
sesuai dengan rencana dan dampak penting yang 
terjadi di lapangan, berisi pelaksanaan pemantauan 

komponen fisik-kimia, komponen biologi, dan kegiatan 
CSR.  

Hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan pada 

areal kerja IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya untuk 
verifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
adalah sebagai berikut: 

a) Terdapat alat pengukur curah hujan (Ombrometer) 

yang dipasang di base camp Distrik Sebulu PT Surya 

Hutani Jaya  dengan koordinat  S 00º 04’ 40,45” ; E 

117º 03’ 14,38”. 

b) Terdapat alat pengukur curah hujan (Ombrometer) 

yang dipasang di base camp Distrik Santan PT Surya 

Hutani Jaya  dengan koordinat  N 00º 11’ 17,15” ; E 

117º 10’ 25,81”. 

c) Terdapat plang FDR yang dipasang di base camp 

Distrik Sebulu PT Surya Hutani Jaya  dengan 

koordinat  S 00º 04’ 40,45” ; E 117º 03’ 14,38”. 

d) Terdapat plang FDR yang dipasang di base camp 

Distrik Santan PT Surya Hutani Jaya  dengan 

koordinat  N 00º 11’ 16,41” ; E 117º 10’ 24,79”. 

e) Terdapat pengelolaan limbah organik dan an organik 

di basecamp Distrik Santan PT Surya Hutani Jaya 

dengan dibuatnya bak sampah organik dan an 

organik serta terdapat pula Tempat Pembuangan 

Sampah (TPS) organik dan an organik. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

f) Terdapat pemantauan debit & sedimentasi inlet 

sungai maoo yang berada pada koordinat  N 00º 12’ 

37,12” ; E 117º 07’ 14,01”. 

g) Terdapat pemantauan debit & sedimentasi inlet 

sungai menamang kiri yang berada pada koordinat  

N 00º 19’ 38,33” ; E 116º 57’ 05,51”. 

PRINSIP 5 :  Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M - Terdapat SOP yang berkaitan dengan K3berjumlah 

16 SOP. 

- Pada periode penilikan ke 4 PT Surya Hutani Jaya 

telah melakukan perubahan kepengurusan P2K3 

dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Timur Nomor : 

KEP.566/210/P2K3/PPK/DTKT/2017 tanggal 27 

Januari 2017. SK P2K3 disahkan oleh Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur a/n H. Fathul Halim, SE. MM selaku Pembina 

Utama Madya / NIP. 19620112 198803 1 011. 

5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M Hasil pengecekkan lapangan ditemukan peralatan K3 

seperti kotak P3K dan APAR dengan kondisi baik serta 

berfungsi dan dipasang pada setiap bangungan yang 

berada di basecamp. 

Ditemukan pula peralatan pemadam kebakaran hutan 

manual di basecamp Distrik Sebulu dan Distrik Santan 

berupa pompa alkon beserta selangnya, mini strike, 

mobil pemadam, dll. 

5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja yang dilaporkan 

setiap bulan.  Selama periode audit terdapat catatan 

kecelakaan kerja dengan jumlah kecelakaan sebanyak 7 

kejadian dengan kategori minor. Adapun karyawan 

yang mengalami kecelakaan kerja tersebut telah 

mendapatkan pertolongan pertama dari pos kesehatan 

yang ada di setiap distrik dan klinik perusahaan yang 

berada di region KM 38. 

Hasil wawancara dengan bpk Aspul Anwar selaku HS 

Head, bahwa Unit Manajemen PT Surya Hutani Jaya 

memiliki upaya dalam menekan tingkat kecelakaan 

kerja yaitu sbb : 

- Kegiatan safety talk setiap pagi 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

- Melakukan pengarahan atau sosialisasi tentang K3 

- Pemberian/pembagian  peralatan K3 seperti helm, 

sarung tangan, masker dan APD lainnya kepada 

pekerja di lapangan. 

- Safety induksi pada setiap tamu yang datang atau 

berkunjung 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

M Pekerja dan karyawan PT Surya Hutani Jaya telah 

membentuk serikat pekerja dan tergabung dalam 

Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (FSP Kahutindo). 

Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja  Kahutindo PT 

Surya Hutani Jaya periode 2016 - 2018 telah terbentuk 

atau terpilih sesuai dengan Laporan 

Pemilihan/Pembentukan PUK SP Kahutindo Nomor : 

01/PUK-SRH/IX/2015 tanggal 20 September 2015 

kepada Ketua DPC FSP Kahutindo Kabupaten/Kota 

Samarinda. 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 

yang mengatur hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

M PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen PKB yang 

ditandatangani antara Manajemen PT Surya Hutani Jaya 

dengan SP Kahutindo untuk periode 2016-2018. 

Dokumen PKB periode 2016-2018 PT Surya Hutani Jaya 

telah disetujui/disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor.: 

KEP.560/2928/B.PHI &JAMSOSTEK/2016 tanggal 17 

Oktober 2016 dan berlaku  sampai 16 Oktober 2018 

Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

M Terdapat daftar karyawan PT Surya Hutani Jaya periode 

Juli 2017 yang berjumlah 312 karyawan.Dari daftar 

karyawan tersebut diketahui bahwa PT Surya Hutani 

Jaya tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. 

Karyawan termuda bernama Agung Noto Rezeki Purba 

yang lahir pada tanggal 17 Maret 1999, sebagai Juru 

Ukur TPn (Coc) dan mulai bekerja pada tanggal 05 Juni 

2017 saat berusia 18 tahun 3 bulan. 
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1. Indikator 1.1 89 Vo BAIK 3 3

2. Indikator 1.2 83 Vo BAIK 3 3

3. Indikator 1.3 100 To BAIK 3 3

4. Indikator 1.4 100 o/o BAIK 3 3

5. Indikator 1.5 83 o/o BAIK 3 3

6. Indikator 2.1 87 o/o BAIK 3 3

7. Indikator 2.2 92 o/o BAIK 3 3

8. Indilotor 2.3 86 olo BAIK 3 3

9. Indikator 2.4 93 o/o BAIK "3 3

10. Indikator 2.5 90 Vo BAIK 3 3

11. Indikator 2.6 57 Yo BURUK 1 3

L2. Indikator 3.1 85 o/o BAIK 3 3

13. Indilotor 3.2 92 
,1 

o/o BAIK 3 3

t4. Indikator 3.3 89 %o BAIK 3 3

15. Indikator 3.4 100 o/o BAIK 3 3

16. Indikator 3.5 89 Yo BAIK 3 3

17. Indikator 3.5 89 Yo BAIK 3 3

18. Indikator 4.1 93 Yo BAIK 3 3

19. Indikator 4.2 100 o/o BAIK 3 3

20. Indikator 4.3 87 o/o BAIK 3 3

2L. Indikator 4.4 92 o/o BAIK 3 3

22. Indiletor 4.5 100 Vo BAIK 3 3

]UMI.AH ffi 56

Nilai Kinerja PHPL
96,97Vo
(BArK)

Halaman 51dari51


